
KUA-PPAS Tahun 2026 Disetujui Dewan 

 

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Wakil Walikota, 

Azhar Hamzah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh dengan 

agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Rancangan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026. 

Kegiatan tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Rabu (15/10), 

dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos, 

MM, didampingi para Wakil Ketua DPRD serta dihadiri oleh seluruh anggota dewan. 

Rapat Paripurna berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri jajaran Forum 

Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) para asisten, kepala Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. 



Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ini 

menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan APBD Kota Sungai Penuh. 

Kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan 

legislatif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat 

Dalam sambutannya, Walikota Sungai Penuh Alfin, SH, menyampaikan 

*apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas 

kerja keras serta sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Rancangan KUA 

dan PPAS Tahun Anggaran 2026. 

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan 

atas perhatian, dukungan, dan masukan yang konstruktif selama pembahasan KUA-

PPAS ini. Saran dan pandangan dari dewan akan menjadi perhatian serius bagi kami 

dalam penyempurnaan rancangan tersebut,” ujar Wako Alfin. 

Lebih lanjut, Walikota menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun 

Anggaran 2026 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kota Sungai Penuh. 

“Kami berharap proses penyusunan hingga penetapan APBD dapat berjalan lancar 

dan sesuai aturan, sehingga hasilnya benar-benar mampu memberikan manfaat 

nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.(Humas) 

 


